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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen 

sebagai salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas 

wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan 

memerlukan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai syarat 

utama sebelum pembangunan dapat dilakukan. Namun, dalam praktiknya masih 

ditemukan berbagai kendala, seperti ketidakjelasan status kepemilikan tanah, proses 

waris yang belum selesai, serta domisili pihak yang berhak di luar daerah. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah dengan 

peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi kendala dan upaya 

penyelesaiannya di Kota Magelang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang 

mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi UUD 1945, 

UUPA 1960, UU 2/ 2012, PP 19/2021, dan Permen ATR/BPN 19/ 2021, beserta 

pelaksanaannya di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi 

terkait dan masyarakat terdampak, serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan teori hak menguasai negara atas tanah, fungsi sosial tanah, 

keadilan agraria, dan perlindungan hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan 

Jalan Tol Yogyakarta–Bawen di Kota Magelang pada dasarnya telah dilaksanakan 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksananya, 

mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. 

Namun, masih terdapat 23 bidang tanah yang ganti kerugiannya belum dapat 

diserahkan secara langsung. Kendala yang dihadapi tidak disebabkan oleh kekosongan 

hukum, melainkan oleh kesenjangan antara norma hukum dan praktik, seperti 

lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kepercayaan masyarakat, proses waris 

yang belum selesai, serta ketidaklengkapan bukti kepemilikan. Upaya penyelesaian 
dilakukan melalui koordinasi antarinstansi, musyawarah, pelengkapan dokumen, dan 

pendekatan persuasif kepada masyarakat.  

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Kota 

Magelang.  
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ABSTRACT 

This research is motivated by the construction of the Yogyakarta–Bawen Toll Road as 

one of the national strategic projects aimed at improving regional connectivity and 

facilitating community mobility. The implementation of the construction requires land 

acquisition in accordance with Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition 

for Development in the Public Interest as a primary requirement before construction 

can be carried out. However, in practice, various obstacles are still encountered, such 

as unclear land ownership status, incomplete inheritance processes, and the domicile 

of entitled parties being located outside the area. This study aims to analyze whether 

the implementation of land acquisition is in accordance with the applicable laws and 

regulations, as well as to identify the obstacles and the efforts to resolve them in 

Magelang City. 

This study uses an empirical juridical research method, namely research that examines 

applicable laws and regulations, including the 1945 Constitution, the Basic Agrarian 

Law of 1960, Law Number 2 of 2012, Government Regulation Number 19 of 2021, and 

Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation 

Number 19 of 2021, along with their implementation in society. Data were obtained 

through interviews with relevant institutions and affected communities, as well as 

literature studies. The data were analyzed using the theories of state control over land, 

the social function of land, agrarian justice, and legal protection. 

The results show that the implementation of land acquisition for the construction of the 

Yogyakarta–Bawen Toll Road in Magelang City has generally been carried out in 

accordance with Law Number 2 of 2012 and its implementing regulations, starting 

from the planning, preparation, implementation, to the handover stages. However, 

there are still 23 land parcels for which compensation has not been directly delivered. 

The obstacles are not caused by the absence of legal provisions, but rather by a gap 

between legal norms and practice, such as weak coordination between institutions, low 

public trust, incomplete inheritance processes, and incomplete proof of ownership. 

Efforts to resolve these obstacles include coordination between institutions, 

deliberation, completion of required documents, and a persuasive approach to the 

community. 

Keywords: Land Acquisition, Compensation, Yogyakarta–Bawen Toll Road, Magelang 

City. 
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MOTTO 

“Seberapa banyak orang mengucapkan kata semangat, jika bukan kemauan dari diri 

sendiri tidak akan mengubah apapun. Sebab, semangat muncul ketika niatnya sudah 

benar, orangnya butuh, dan tahu caranya” 

 

Jika tidak karena Allah yang menolongku, mungkin aku sudah lama menyerah. 

(Q.S Al-Insyirah, 5-6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia karena digunakan sebagai tempat tinggal dan sarana aktivitas sehari-

hari. Oleh sebab itu, tanah harus dipelihara dan diatur pemanfaatannya secara 

adil dan berkelanjutan.1 Tanah memiliki peran penting sebagai modal dasar 

pembangunan untuk mewujudkan kepentingan umum dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Hal ini telah dilegalisasikan oleh Konstitusi yaitu Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.2 Sebagai bentuk 

perlindungan hukum, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945  menyatakan bahwa hak 

milik tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.3 

Sejalan dengan hal tersebut, Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

 
1 Surya Yudistira Ramadan, “Kepastian Hukum terhadap Pertanggungjawaban Tim Penilai 

(Appraisal) dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah di 

Bandara Sultan Hasanuddin),” Skripsi Universitas Hasanuddin (2020), hlm. 1. 

 
2 Andi Besse Tenriawati, “Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah pada Bendungan Nipa-

Nipa di Kabupaten Gowa,” Skripsi Universitas Bosowa (2021), hlm. 1. 

 
3 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 429. 
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(UUPA) diberikan kewenangan untuk menguasai, mengatur, dan 

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah secara 

terencana, bertahap, berkelanjutan, dan berlandaskan hukum demi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.4 Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA, tanah 

mempunyai fungsi sosial sehingga penggunaannya harus memberi manfaat 

bagi pemegang hak, masyarakat, dan negara tanpa mengabaikan kepentingan 

perseorangan.5 Pasal 18 UUPA memberikan landasan hukum pencabutan hak 

atas tanah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian yang 

layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang.6 

Kegiatan pencabutan tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak 

yang berhak inilah yang kemudian disebut pengadaan tanah.7 Undang-undang 

yang mengatur tentang pengadaan tanah adalah Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum. 

 
4 Muwahid, Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Jawa 

Timur: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 1. 

 
5 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,  

2012), hlm. 58. 

 
6 Suyanto, Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan 

Tanah Untuk Kepentingan Umum (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019),  hlm. 48. 

 
7 Benhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan 

Hukum, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Margareta, 2011), hlm. 129. 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 6 mengatur bahwa 

penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum merupakan 

tanggung jawab Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 10 menjelaskan bahwa salah 

satu bentuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

adalah penggunaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan 

umum, jalan tol, terowongan, jalur dan stasiun kereta api, serta fasilitas  

operasional kereta api. Pasal 27 menegaskan pelaksanaan pengadaan tanah 

meliputi pemberian ganti kerugian. 

Penetapan nilai ganti kerugian dilakukan oleh Tim Penilai (Appraisal), 

yaitu pihak independen dan profesional yang berwenang menilai tanah, 

bangunan, tanaman, serta kerugian lain sebagai dasar penetapan besarnya ganti 

kerugian dalam pengadaan tanah.8 Selain penilaian objek ganti kerugian, 

pengadaan tanah juga harus memperhatikan dampak sosial masyarakat. Hal ini 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak 

Sosial, yang menegaskan bahwa dampak sosial berupa kerugian nonfisik wajib 

diidentifikasi dan ditangani demi menjamin keadilan dalam pengadaan tanah.9 

 
8 Agus Suntoro, Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Jakarta: Komnas HAM, 2018), hlm. 86-90. 

 
9 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 45-46. 
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Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 diterbitkan sebagai 

pedoman operasional pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur 

mekanisme teknis pengadaan tanah, meliputi penyusunan dokumen, 

pembentukan tim, dan tata cara pemberian ganti kerugian agar pelaksanaannya 

efektif dan terarah. 

Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen merupakan bagian dari 

Proyek Strategis Nasional yang direncanakan untuk meningkatkan aksesibilitas 

dan konektivitas antara Semarang dan Yogyakarta, termasuk sebagai salah 

satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah & 

Yogyakarta, termasuk melintasi wilayah Kota Magelang.10 Berdasarkan 

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Jalan Tol Yogyakarta-

Bawen Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, trase jalan tol di Kota 

Magelang hanya melalui dua kelurahan, yaitu Kelurahan Rejowinangun Utara 

dan Kelurahan Tidar Utara, dengan total kebutuhan tanah sekitar ± 57.630 m² 

atau ± 5,76 Ha. 

Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen ini dimulai sejak 

penandatanganan proyek pada 2021, sedangkan proses pelaksanaan pengadaan 

tanah untuk wilayah Kota Magelang mulai direalisasikan pada tahun 2022 

diawali dengan tahap perencanaan dan persiapan yang mencakup pendataan 

bidang tanah serta sosialisasi kepada masyarakat terdampak, kemudian 

 
10 https://www.ptpii.co.id/jalan-tol-yogyakarta-bawen diakses 28 Januari 2025, pada pukul 

14.30 WIB. 

https://www.ptpii.co.id/jalan-tol-yogyakarta-bawen
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dilanjutkan dengan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek 

tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang bersama tim 

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Tahap berikutnya adalah musyawarah 

penetapan ganti rugi kepada pihak yang berhak sebagai dasar pemenuhan hak 

masyarakat sebelum pembangunan fisik jalan tol dilaksanakan. Dari 

perjalanannya proses pengadaan tanah tersebut masih ada problematika tarik 

ulur antara masyarakat dengan pemerintah, juga antara instansi pemerintahan 

dengan pemerintahan. Sebanyak 23 bidang tanah belum dapat diserahkan ganti 

kerugiannya kepada pihak yang berhak karena adanya kendala yang belum 

dapat diselesaikan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penyusun 

tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi 

dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jalan Tol 

Yogyakarta-Bawen (Studi Kasus di Kota Magelang Tahun 2022-2025)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun mengambil 2 (dua) 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan Jalan 

Tol Yogyakarta-Bawen di Kota Magelang Tahun 2022-2025 sudah sesuai 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan 

perundang-undangan terkait? 

2. Apa saja kendala dan solusi pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah pada 

pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kota Magelang Tahun 2022-

2025? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki 

tujuan dan kegunaan yang akan diperoleh, sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun 

memiliki tujuan yang akan diperoleh, sebagai berikut: 

a. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pelaksanaan ganti rugi 

pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di 

Kota Magelang Tahun 2022-2025; 

b. Untuk mengkaji solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan 

ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-

Bawen di Kota Magelang Tahun 2022-2025. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat dari hasil yang 

diperoleh. Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

keilmuan, khususnya dalam bidang hukum perdata, dengan 

memperkaya kajian akademis terkait ganti rugi pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi tambahan untuk studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan 

ganti rugi pengadaan tanah.11 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran 

kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota 

(Pemkot) dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan ganti rugi 

 
11 Magdalena dkk, Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu 

Pendidikan Agama Islam (Bengkulu: Literasiologi, 2021), hlm. 79. 
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Pengadaan tanah dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar 

dapat mempertimbangkan kepentingan umum.12 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini untuk memastikan keaslian dan menghindari plagiasi. 

Melalui kajian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan 

merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian sebelumnya. 

Berikut adalah sumber-sumber ilmiah telaah pustaka dalam penelitian ini: 

 Pertama, skripsi yang ditulis Arfanda Cahya Pratama Satriani pada 

tahun 2024 dengan judul “Implementasi Pengadaan Tanah Guna 

Pembangunan Jalan Tol Bawen-Jogja (Studi Kasus di Desa Mejing Kecamatan 

Candimulyo Kabupaten Magelang)”.13 Perbedaan penelitian yang dilakukan 

Arfanda Cahya Pratama Satriani dengan penyusun adalah terletak pada lokasi 

penelitian. Pada penelitian ini adalah di Desa Meijing Kabupaten Magelang, 

 
12 Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang: 

Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 151. 

 
13 Arfanda Cahya Pratama Satriani, “Implementasi Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Jalan 

Tol Bawen–Jogja (Studi Kasus di Desa Mejing Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang),” Skripsi, 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, (2024). 



9 

 

 

sedangkan penelitian penyusun yakni di Desa Rejowinangun Utara dan Desa 

Tidar Utara Kota Magelang. 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sofyan Alim pada tahun 2024 dengan 

judul “Pemberin Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Terhadap Tanah Hak Milik”.14 Perbedaan penelitian yang dilakukan Sofyan 

Alim dengan penyusun adalah terletak pada fokus pembahasan. Pada penelitian 

ini membahas ganti kerugian tanah hak milik saja sedangkan penelitian 

penyusun membahas ganti kerugian tanah hak milik dan hak pakai. 

Ketiga, jurnal yang ditulis Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, I Wayan 

Arthanaya & Luh Putu Suryani pada tahun 2021 dengan judul “Pemberian 

Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan 

Umum”.15 Perbedaan penelitian yang dilakukakan I Wayan Arthanaya & Luh 

Putu Suryani dengan penyusun adalah terletak pendekatan penelitian. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji pemberian 

ganti rugi pengadaan tanah secara umum sedangkan penelitian penyusun 

menggunakan pendekatan empiris dengan studi kasus di ATR/BPN Kota 

Magelang pada pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah pembangunan Jalan 

Tol Yogyakarta-Bawen. 

 
14 Sofyan Alim, “Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Terhadap Tanah Hak Milik,” Gorontalo Law Review, Vol. 7, No. 1, (2024). 

15 Luh Nyoman Diah Sri Prabandari dkk, “Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah 

Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum,” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, (2021). 
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E. Kerangka Teoritik 

Dalam mengkaji dan menganalisa bagaimana mekanisme hukum terkait 

pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kota 

Magelang, penyusun akan menggunakan teori-teori sebagai berikut: 

1. Teori Hak Menguasai dari Negara atas Tanah 

Kewenangan hak menguasai dari negara atas tanah tidak melekat dengan 

sendirinya pada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.16 

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan 

tugas bangsa untuk mengatur penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. 

Sehingga, Hak Menguasai Negara atas Tanah bukanlah berarti “negara 

sebagai pemilik tanah” tetapi pengertian memberi wewenang kepada negara 

sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk kesejahteraan 

seluruh bangsa.17 Namun, hak menguasai tanah oleh negara mustahil akan 

 
16 Isnaini & Anggreni A. Lubis, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif (Medan: CV. Pustaka 

Prima, 2022), hlm. 29. 

 
17 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2009), hlm. 1. 
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tercapai manakala negara melalui pemerintah tidak menciptakan kepastian 

hukum sebagai dasar dan pedoman penguasaan. 

2. Teori Fungsi Sosial 

Fungsi sosial hak milik atas tanah pada dasarnya dimaksudkan sebagai 

wadah penyeimbang antara kepentingan individu pemilik tanah dan 

kepentingan umum. Namun, dalam praktik pembangunan, kebutuhan tanah 

yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaannya sehingga 

menimbulkan berbagai permasalahan. Kondisi ini terlihat dari sulitnya 

pelepasan tanah oleh pemilik, yang menunjukkan adanya pergeseran fungsi 

sosial hak milik atas tanah ke arah kepentingan individual.18  

Hak atas tanah apa pun pada seseorang tidak dapat dibenarkan ketika 

tanahnya digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi menimbulkan 

kerugian bagi masyarakat.19 Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan 

keadaan dan sifat haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan 

kebahagiaan pemilik sekaligus bagi masyarakat dan negara. Ketentuan 

tersebut tidak berarti kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali 

oleh kepentingan umum masyarakat. Kepentingan masyarakat dan 

kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi hingga tercapainya 

 
18 Yusriyadi, Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah (Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2012), hlm. 13. 

19 Benhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi 

Penegakan Hukum, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Margareta, 2011), hlm. 118. 
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tujuan pokok pembangunan, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan 

bagi rakyat seluruhnya. 

3. Teori Keadilan 

John Rawls berpendapat bahwa konsep keadilan dipahami sebagai nilai 

yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan 

bersama untuk mencegah benturan kepentingan. Artinya, tak seorang pun 

diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang 

tidak adil dari posisi sosialnya. Karena itu, prinsip keadilan menurut Jhon 

Rawls hasil dari pilihan yang setara.20 Dalam konteks pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum, keadilan akan tercapai bila terdapat kesesuaian 

antara keadilan prosedural dan substantif, adanya perlakuan yang adil bagi 

para pihak, serta penentuan ganti rugi yang objektif melalui musyawarah.21 

4. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Raharjdo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

 
20 Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, Jhon 

Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 

49-50. 

 
21 Yulyar Rizka Ramadhan, “Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Lahan untuk Kepentingan 

Umum oleh Dinas (PU) Bina Marga dalam Rangka Pelebaran Jalan Ki A. Jurum Sempu Kota Serang 

ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” Skripsi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, (2017), hlm. 

10. 
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perlindungan itu diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum dalam 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bertumpu 

pada kewajiban pemerintah untuk menghormati hak warga negara sebagai 

pemilik tanah dan bertindak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.22 

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, 

yaitu perlindungan hukum preventif berupa pemberian informasi terkait 

tujuan pelaksanaan pengadan tanah dan kesempatan kepada pemilik tanah 

untuk mengajukan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah 

ditetapkan, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan 

perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan 

melalui upaya hukum di pengadilan setelah timbul sengketa mengenai 

penetapan ganti kerugian atau keputusan pemerintah yang merugikan 

pemilik tanah.23 

F. Metode Penelitian 

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu 

metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari 

 
22 Daffa Arya Prayoga dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” 

Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 191. 

 
23  Zennia Almaida & Moch. Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif 

Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai,” Privat Law, Vol. 9, No. 

1, (2021), hlm. 222. 
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masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan. Dalam penelitian ini 

penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris (empirical legal research) dengan cara penelitian lapangan 

(field research). Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan 

berupa wawancara dengan Badan Pertanahan Nasinonal Kota Magelang, 

Pemerintah Kota Magelang dan Masyarakat Kota Magelang yang 

terdampak.24  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis, yaitu menggambarkan secara komprehensif peraturan perundang-

undangan terkait ganti rugi pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol 

Yogyakarta-Bawen di Kota Magelang serta menganalisis secara kritis 

kesesuaiannya dengan praktik dalam pelaksanaan pengadaan tanah.25 

 
24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataran University Press, 2020), hlm. 80. 

 
25 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global 

Media, 2024), hlm. 156. 



15 

 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang 

mengkaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta pelaksanaanya 

dalam masyarakat, dengan menemukan fakta-fakta di lapangan melalui 

wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Magelang, 

Pemerintah Kota Magelang dan Masyarakat Kota Magelang yang 

terdampak. Hasil wawancara kemudian dijadikan data penelitian untuk 

menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan 

bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier.26 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

yang terlibat dalam permasalahan penelitian.27 Data primer diperoleh 

langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu 

 
26 Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, Edisi I (2020), hlm. 27. 

 
27 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 

hlm. 142. 
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Badan Pertanahan Nasional Kota Magelang, Pemerintah Kota 

Magelang dan Masyarakat Kota Magelang yang terdampak. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.28 Data sekunder terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada 

penelitian ini bahan hukum primer digolongkan sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

d) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang 

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka 

Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional; 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

 
28 Ibid., hlm. 143. 
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Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum; 

f) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, dan literatur lainnya 

yang berkaitan dengan ganti rugi pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung primer 

dan sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, internet, atau 

sumber lain yang relevan. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah Teknik atau cara untuk memperoleh data 

dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 
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Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 2 (dua) pengumpulan data, 

yaitu: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi 

sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada 

narasumber yang sudah ditentukan.29 Seiring dengan berkembangnya 

zaman, wawancara bisa dilakukan dengan media elektronik seperti e-

mail, telephone, zoom dan google meet. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berwujud sumber 

data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk 

dokumen resmi, arsip dan foto yang terkait dengan penelitian.30 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data ialah kegiatan yang dilakukan penyusun setelah semua data 

terkumpul dan diolah menjadi kesimpulan. Penyusun akan menggunakan 

 
29 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 29. 

 
30 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Ed. 1, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1996), 

hlm. 71. 
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analisis kualitatif untuk mengolah data dan menganalisis data penelitian 

yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur dan terstruktur.31 

G. Sistematika Pembahasan 

Guna memudahkan dalam pemahaman isi skripsi, penyusun membagi 

pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab, yakni 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tinjauan umum tentang hak menguasai dari negara 

atas tanah dan fungsi sosial atas tanah, hak atas tanah serta unsur keadilan 

dalam agrarian yang terdiri dari emapt sub-bab, yakni hak menguasai dari 

negara atas tanah, fungsi sosial atas tanah, hak atas tanah, dan unsur keadilan 

dalam agrarian. 

Bab Ketiga, berisi gambaran umum pembangunan Jalan Tol 

Yogyakarta-Bawen Di Kota Magelang Jawa Tengah yang terdiri dari tiga sub-

bab, yakni profil Kota Magelang, gambaran umum pembangunan Jalan Tol 

Yogyakarta-Bawen, dan gambaran umum status tanah yang terdampak 

pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kota Magelang. 

 
31 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 47. 
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Bab Keempat, berisi mengenai analisis hasil penelitian dan 

pembahasan. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab yang terdiri dari 

analisis pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol 

Yogyakarta-Bawen di Kota Magelang dan analisis kendala dan solusi 

pelaksnaan pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen 

di Kota Magelang. 

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan ini menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti, 

sedangkan pada bagian saran menjadi bahan masukan dan rekomendasi dari 

penyusun atas hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diurakan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Yogyakarta 

Bawen di Kota Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku yakni UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan yang 

terkait. Pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen 

di Kota Magelang yang bertujuan untuk mempermudah akses antarprovinsi 

mencerminkan Teori Hak Menguasai dari Negara atas Tanah. Pemberian 

ganti kerugian yang layak dengan mempertimbangkan kepentingan 

pemegang hak dan kepentingan masyarakat mencerminkan Teori Fungsi 

Sosial. Penetapan ganti kerugian melalui musyawarah dan penilaian oleh 

pihak independen yang memperhitungkan kerugian fisik maupun nonfisik 

mencerminkan Teori Keadilan Agraria. Pemberian informasi mengenai 

pelaksanaan pengadaan tanah, pelaksanaan musyawarah, serta adanya 

kesempatan bagi pihak yang berhak untuk mengajukan keberatan terhadap 

besaran ganti kerugian ke pengadilan menunjukkan adanya penerapan Teori 

Perlindungan Hukum. 
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2. Beberapa kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah pada pembangunan 

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kota Magelang diantaranya, Pertama, 

terjadinya sengketa kepemilikan atas 9 (sembilan) bidang tanah akibat 

praktik pinjam nama (nominee) antara warga negara asing dan warga 

negara Indonesia. Kedua, pihak yang berhak tidak diketahui keberadaanya. 

Ketiga, masih terdapat tanah milik pemerintah yang memerlukan tanah 

pengganti sehingga proses penyelesaiannya memerlukan waktu lebih lama. 

Keempat, ahli waris dari pemilik tanah yang meninggal dunia belum 

membagi warisan. Kelima, objek pengadaan tanah status kepemilikannya 

hanya dibuktikan dengan Letter C. Keenam, terdapat pihak yang menolak 

melepaskan tanahnya karena bangunan di atasnya memiliki nilai sejarah 

dan ikatan emosional. Ketujuh, terdapat sisa bidang tanah yang terisolasi 

atau hanya terdampak sebagian dan perbedaan antara batas bidang tanah 

dalam sertifikat dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kedelapan, 

sebagian pemilik tanah pada wilayah Kelurahan Rejowinangun berdomisili 

di luar Kota Magelang sehingga sulit hadir dalam musyawarah dan 

penyerahan ganti kerugian. Solusi atas kendala tersebut diantaranya, 

penyelesaian sengketa dan penetapan pihak yang berhak melalui pengadilan 

serta konsinyasi, penegasan kepemilikan tanah secara Letter C melalui surat 

pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pendekatan persuasif kepada 

masyarakat, penyediaan tanah pengganti dan koordinasi antarinstansi, 
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pembelian seluruh bidang tanah yang tersisa agar tidak ada masyarakat 

yang terisolasi, pengukuran dan pematokan ulang, serta penjadwalan 

musyawarah secara bertahap. 

B. Saran 

Bedasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka saran-saran yang peneliti ajukan kepada pihak-pihak terkait diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah 

Perlunya pendataan dan pengecekan kepemilikan tanah secara berkala 

sebelum proses pelaksanaan pengadaan tanah dimulai. Hal ini sangat 

penting karena pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan lebih cepat dan 

bisa mencegah timbulnya sengketa. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bahwa pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum merupakan bagian dari upaya mewujudkan 

kesejahteraan bersama sehingga perlu disikapi secara kooperatif. 

Masyarakat juga perlu lebih memperhatikan legalitas kepemilikan tanahnya 

dengan segera mendaftarkan tanah dan melengkapi dokumen kepemilikan 

yang sah agar memudahkan pembuktian hak ketika terjadi pengadaan tanah. 
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